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Ringkasan Eksekutif

Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung secara serentak pada |4 Februan 2024
merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan DPRD vang idealnya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil serta inklusif. Ddalam upaya mewujudkan pemilu yang inklusif, penyertaan partisipasi
penvandang disabilitas mental menjadi penting. Terkait dengan ite, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 1022 tentang Partisipasi Masvarakat, terutama
dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih secara umum mengamur aktivitas sosialisasi

dan pendidikan (terutama sebagai pemilih).

Tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masyarakat salah satunya adalah untuk
meningkatkan partisipasi mereka sebagai pemilib dalam Pemilu 2024, Oleh sebab i, kajian
tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TTI) mengevaluasi
peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat, terutama dalam konteks
sosiglisasi dan pendidikan terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pemilih. Kajian
kualitatif ini menggunakan tiga indikator evaluast William Dunn (1999), yaitu efektivitas,

perataan, dan efisiensi,

Komisi Pemilihan Umum {(KPU) bersama bersama beberapa organisasi masyarakat sipil seperti
Pusat Pemilthan Umum Akses Penvandang Disabilitas (PPUAD) dan Perkumpulan
Penvandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyepakati nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding Moll) di mana organisasi masyarakat tersebut berperan sebagai salah sam
pihak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengadakan sosialisasi, advokasi, pelatihan,
workshop, dan kegiatan lain untuk memingkatkan partisipass pohnk para penyandang
disabilitas dalam pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya terhadap penvandang disabilitas
mental, terdapat tantangan yang periu dihadapi, seperti singkatnya wakiu proses sosialisasi,
masih rendahnya akses informasi menjangkau ke panti-panti dan kerentanan penyandang
disabilitas mental mengalami kekambuhan. Pada konteks efekfivitas kebijakan, pelaksanaan
sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup
efektif. Selain itu, hal ini perlu dioptimalisasi dengan aktivitas |ain, seperti pelatihan vang dapat
dilakukan di panti-panti. Pada indikator perataan, kajian ini mendorong agar KPU perlu secara
transparan menyediakan alokasi dana khusus terutama dalam penyelenggaraan anggaran untuk



memenuhi penyediaan alat bantu terhadap beragam kebutuhan disabilitas terutama penyandang

disabilitas mental dalam penyelenggaraan pemilu

Alat bantu simulasi dalam sosialisasi menjadi penting dalam upaya mempraktikkan proses
pemilihan, Untuk penyvandang disabilitas mental, kegmatan terkait juga perlu didukung oleh
ketersediaan materi yang mudah dicerna, serta adanya tenaga kesehatan, tenaga konseling, dan
pendamping selama proses kegiatan. Terakhir, pada konteks efisiensi, secara umum, kajian im
mencatat bahwa KPL, PPUAD maupun PPDI, dalam kerangka Nota Kesepahaman,
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam mendorong informasi kepemiluan untuk

penyandang disabilitas.
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Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Terkait Partisipasi Masyarakat Penvandang
Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024

Absirak

Indonesia pada 14 Februan 2024 telah melaksanakan pemilihan umum (penilu). Pemiliban
yvang berlangsung secara serentak tersebut merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memulih
anggota DPR, DPD, Presiden dan Walkil Presiden, dan DPRD yang idealnya dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta inklusif. Dalam upava mewujudkan
pemilu yang inklusif, penyertaan partsipasi penvandang disabilitas mental menjadi penting.
Hal ini memimbang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak pilih vang setara dan
dilindungi oleh undang-undang. PKPU Nomor & Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masvarakat
terutama dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih secara umum mengatur aktivitas
sosialisasi dan pendidikan pada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
mereka sebagar pemilih dalam Pemilu 2024,

Hasil evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masvarakat Terhadap
Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024 mencatat bahwa efektivitas
pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penvandang disabilitas mental benjalan
belum cukup efektif namun perlu dioptimalisasi dengan proses pelatihan vang lebih lanjut dan
dukungan sumber daya yang memadai sesual dengan kebutuhan spesifik peserta kegiatan dan
jenis disabilitasnya. Selain itu, terkait indikator perataan distnbusi manfaat atas kebijakan
terkait, kajian im menyvimpulkan pentingnya transparans: penganggaran dalam kebijakan yang
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kualitas permbh, Sementara, pada efisienss,
penerapan PKPU No. 9/2022 juga didukung salah satunya lewat kerja sama dengan organisasi
masyarakat sipil, terkait penvandang disabilitas, seperti adanya PPUAD dan PPDI yang secara
kreatif mampu memanfaatkan sumber dava yang dimiliki {melalui jaringan mitra organisasi)
untuk mendorong sosialisas: informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih, termasuk kepada
penyandang disabilitas mental,

Kata kunci: Pemilu, Penvandang disabilitas menial, PKPU Nomor @ Tahun 2022, Partisipasi

masvarakef

Pendahuluan

Tahun 2024 adalah tahun kontestasi polik di mana masyarakat Indonesia memilih Presiden
dan Wakil Presiden, serta wakil rakvat di Parlemen. Kelompok penyandang disabilitas sebagai
bagian dari warza negara juga memiliki hak politik sebagai pemilih dalam berpartisipasi dalam
proses ini. Untuk 1tu, kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public
Policy Research (TII), mengevaluasi partisipasi polink kelompok penvandang disabilitas

mental/psikososial sebagai pemilih pada Pemilu 2024,

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UL 72017,
disebutkan bahwa pemilu adalah “sarana kedaulatan rakyvat memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan



untuk memilih angzota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, vang dilaksanakan secara langsung,
umium, bebas, rahasia, jujur, dan adil datam Megara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk melaksanakan pemilu yvang inklusif, penvelenggara pemilu berkewajiban menyertakan
seluruh lapizan masvarakat untuk berpamisipasi dalam menentkan pilihan politknya.
Kelompok disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan dan termaninalkan menjadi bagian
penting dalam proses demokras sehingga keberadaannya tidak dapat diabaikean. Dalam hal im,
pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam aktivitas politik dilindungi dalam Pasal 13
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Drisabilitas (LU 8/2016).

Selain iny, Pasal 5 UL 7/2017 menvebutkan bahwa “Penyvandang disabilitas vang memenuhi
syaral mempunyal kesempatan yvang sama sebagal Pemilih, sebagai calon anggota DPR,
sebagal calon anggota DPD, sebagai calon PresidenWakil Presiden, sebagai calon anggota
DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu”™. Artinya, penyandang disabilitas memilik: hak dan
kedudukan vang setara dengan yang lainnya untuk berpartisipasi politik baik secara pasif
maupun aktif: Dalam konteks laporan penelitian tengah tahun ini, peneliti akan membahas
partisipasi penvandang disabilitas mental dalam menggunakan hak politiknya sebagai pemilih
dalam Pemilu 2024,

Pelibatan partisipasi politik penyandang disabilitas mental terutama sebagai pemilih cenderung
menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, Selama im, penyandang disabilitas
mental dinilai masyarakat sebagai individu atau kelompok yang memerlukan bantuan orang
tain untuk mengurus dinnya sendin. Mereka tidak werlepas dari bantuan perawatan medis dan
layanan rehabilitasi psikososial agar dapat kembali menjalankan kehidupan efekfif sehari-har,
Mamun faktanya, partisipasi poliik penvandang disabilitas mental seperti Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODG) telah berlangsung sejak lama dan dilindung oleh konstitus. Keta
PDSKJI {Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia), Eka Viom, menyebutkan
bahwa kesempatan memilih dalam pemulu bagr ODGI telah berlangsung sejak tahun 1955
berdasarkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang (cnnindonesia com,

8/5/2019).

Pada kasus vang terjadi pada Pemilu 20719, misalnya Keraguan masyarakat umum atas hak

pilih kelompok penyandang disabilitas mental/psikososial ini dikenal sebagai bentuk fenomena

&



gangguan terhadap hak memilih atau vorer suppression, Gangguan ini merupakan tema baru
yang belum banyak diperbincangkan dalam pemilu. Hasil kajian vang dilakukan oleh
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang berjudul “Gangguan terhadap Hak
Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan™ (2019), menyebutkan bentuk gangguan hak
memilih itu terkait dengan regulasi vang mewajibkan KTP elektronik sebagai syarat
pendaftaran pemilih. Regulas tersebut menyebabkan setiap warga negara vang sudah memilik
hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik tidak dapat terdaftar di dalam daftar pemilih
tetap {DPT) Proses perekaman KTP elektronik belum menjangkau seluruh masyarakat,

terutama para penyandang disabilitas psikososial (pjs-imha.or.id, 29/2/2024).

Beberapa permasal ahan di atas merupakan hambatan bagi penvandang disabilitas mental untuk
menggunakan hak sipilnva. Permasalahan lainnya juga terkait dengan rendahnya pemahaman
penyelenggara pemilu tentang hak pihih disabilitas penvandang psikososial. Dalam hal 1ni,
catatan dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS){2019) mengungkapkan bahwa pelintiran kebencian
terhadap penyandang disabilitas psikososial juga memengaruhi penvelenggara pemilu
Apalagi, pelatthan vang dibenkan Komisi Pemilihan Umum (KPLU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu Daerah
belum memasukan maten disabilitas psikososial. Dengan tidak adanya pemahaman ini, maka
penyelenggara di daerah tidak memahami bahwa penyandang disabilitas mental mempunyai

hak memilih (pjs-imha.or.id, 29/2/2024).

Penyandang disabilitas mental/psikososial adalah subjek vang setara secara hukum. NMamun
dalam konteks politik, penvandang disabilitas mental memiliki fantangan terutama dalam
proses kognisi, meskipun proses kognisi vang dialami masing-masing penyandang disabilitas
mental berbeda-beda. Proses informasi yvang diolah otak manusia berhubungan dengan
kemampuan mengenali, mengingat dan mengelolg informasi vang diterima. Menimbang hal
tersebut, maka masih banyak masyarakat awam yang memandang bahwa partisipasi

penyandang disabilitas mental di bidang politik terutama sebagai pemilih tidak diperlukan

Meskipun persepsi masyarakat awam menilal penyvandang disabilitas mental tidak diperlukan
dalam berpartisipasi sebagai pemilih, namun secara konstitusi, hal ini tidak dibenarkan
Berdasarkan hasil penelitian Fajn dan Muhammad (2020) tentang “Perlindungan Hak Pilih
Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135PUU-VIILI2015", maka tentang syvarat “tidak sedang terganggu
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Jiwadngatannya” untuk didaftar menjadi pemilih dalam Undang-Undang nomor & tabun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20105 fentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupaii, dan Walikota adalah hal vang inkonstitusional

Beragam tantangan yang dihadapi penyandang dizabilitas mental dalam menggunakan haknya
schagal pemilih, serta masih rendahnya pemahaman penvelenggara pemilu tentang disabilitas
mental, membuat sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada penvelenggara pemilu dan
pervandang disabilitas mental menjadi hal vang sangat penting. Informasi vang jelas mengenai
tahapan pemilu, termasuk tata cara pemungutan suara, merupakan beberapa hal yang penting
untuk disosialisasikan kepada pam penyandang disabilitas mental agar dapal berpartisipasi
sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk 1tu, kajian kebijakan i memusatkan perhatian pada evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, vang dinilai relevan
untuk mendorong sosialisasi dan pendidikan pemilih vang inklusif. Terkait dengan partisipasi
masyarakat dalam Pemilu 2024, keterlibatan masyarakat sipil, termasuk  penvandang
disabilitas, diatur dalam Peraturan Komigi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022
terutama Bab 111 tentang Partisipasi Magyarakat, Peraturan ini memuat sejumiah konteks teknis
tentang sosialisasi, pendidikan politik pemilih dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang

pemah disusun dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018,

Secara teoritis, Budiardio (2004) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang
atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politk, yakni dengan cara
memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan
pemerintah (dalam Gatara & Said, 2007) Dari definisi tersebut, maka kegiatan partisipasi
polittk dapat diindikasi dengan dua hal, vakn adanya kegiatan individu atau kelompok dan
bertujuan secara aktif dalam kehidupan politk, memilih pimpinan publik atau memenganhi
kebijakan publik. Selain itu, Rush dan Althoff (2003 ) juga menjelaskan bahwa dalam hierarki
partisipasi politik melalui pemungutan suara (voring) dalam proses pemilihan merupakan
bentuk tingkat vang paling mendasar {Catara & Said, 2007). (Oleh sebab itu, maka kegiatan
individu atau kelompok untuk memilih perwakilan/pemimpin melalui proses pemungutan

suara dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi politk.



D sisi lzin, dalam kenyvataannya, pelibatan partisipasi kelompok penvandang disabilitas mental
(terutama QDG dalam aktivitas polink seperti pemilu memiliki tantangan tersendin. Namun
demikian, PDSKJI mengeluarkan edaran yang berisi Himbavan Temtang Orang Dengan
Crangguan Jiwa (ODG]) pada Pemilihan Umom 2019 lalu. Himbauan tersebut mencakup fakta
tentang hukum formal yang melindung hak penvandang disabilitas mental/orang dengan
gangeuan jiwa dapar menggunakan hak suaranya pada pemilu, rermasuk nidak diperlukannya
surat keterangan sehat jiwa sebagai persvaratan untuk memilih, mengingat tidak ada peraturan
vang mewajibkan adanya surat keterangan sehat untuk memilih. Apabila surat keterangan sehat
jiwa diharuskan bagi ODGJ agar dapat melaksanakan hak untuk memilih, maka hal im

mempunyai konsekuensi bahwa semua calon pemilih dikenakan aturan yang sama.

Lehih jauh, masih terkait dengan partisipasi politik, Budiardjo (2004) menjelaskan partisipas
politik memupakan perwujudan dar penvelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh
masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu
terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegratan bersama itu kepentingan mereka akan
tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Pada terminologi sosiologi polink, dianggap bahwa
lebih banvak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan
politik masyarakat telah berhaszil. Semakin banvak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan
demokrasi semakin lebih baik. Tingginva tingkat partisipasi masvarakat vang dimaksud, dapat
ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat vang mengikuti dan memahami masalah politik dan
turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik (dalam Miaz, 2012). Oleh
sebab 1, dapat disimpulkan bahwa pendidikan polink memiliki pengaruh pada tingkat
partisipasi masvarakat dalam politik, termasuk dalam pemilu dan sebagai pemilih, karena
pendidikan polititk dapa tmemberikan pemahaman kepada pemilih tentang kegiatan dan

masalah politik

Merusjuk data KPU pada tahun 2019, terdapat partisipasi 363200 pemilih penyandang
disabilitas (opendata kpu.go.id, 27/2021). Menurut Databoks (2023), jumlah tersebut setara
0, 19% dan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu penode tersebut yang mencapa 192 82 juta
orang. Mayorntas pemilih disabilitas merupakan tunadaksa vang begumlah 100765 orang,
Kelompok pemilih tunadaksa ini mencapai 0,05% dari total DPT pada Pemilu 201%
(databoks katadata. co.id, BA9/2023).



Selain itu, pada Pemilu 2024 terdapat 1,101,178 orang penyendang disabilitas yvang sudah
tercatat dalam DPT (databoks katadatacoid, 4/7/2023). Jumlah pemilih penvandang
disabilitas ini mencakup 0,54% dar total 204 8 juta pemilih nasional. Namun jika diperinci
lagi, Komisioner KPU Betty Epsilon ldroos menjelaskan, pemilih penyandang disabilitas
terbagi menjadi empat kategor, yaitu, disabilitas fisik sebanyak 482 414 pemilih, disabilitas
senisonk sebanvak 298749 permibh, disabilitas mental sebanyvak 264594 pemilih, dan
disabilitas intelektual sebanyak 55421 pemilih (databoks katadata coad, 4/7/2023).

Menimbang peningkatan angka pemilih dan  kelompok penvandang disabilitas
mental/psikososial pada tahun ini, maka KPU sebagai salah sam lembaga penyelenggara
pemilu sudah seharusnya mempersiapkan langkah dalam menyertakan kelompok penyandang
disabilitas dalam setiap rangkaian tahapan pemilu termasuk pada sosialisasi dan kampanye
partar politk. Selan 1fu, sosialisas: pemilu juga penting untuk dilakukan memmbang akfivitas
ini menjadi bagian dalam proses pendidikan publik, termasuk kepada penyvandang disabilitas

mental

Oleh karena itu, kajian tengah tahun 2024 TIIini mengevaluasi Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor @ Tahun 2022 (PKPU No 9/2022) tentang Partisipasi Masvarakat Terhadap
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024, Kajian
imi diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan pada penyelenggara pemilu dalam
menyelenggarakan pemilihan umum vang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, dan inklusif.

Pertanyaan Penelitian
|. Bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Parusipasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental
sebagai Pemilih pada Pemilu 20247
2. Apa rekomendasi vang dapat dilakukan oleh KPU dalam mendorong penyelenggaraan

pemilu yang inklusif dan bermakna, terutama kepada penyandang disabilitas mental?

Metodologi Penelitian
Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian koalitatif secara
khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian

kualitanf digunakan untuk mempereleh data vang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu
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atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna

dari setiap proses dan sumber yang dimiliki

Adapun pengambilan data peneliian dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui
studh pustaka, baik vang berasal dar undang-undang, peraturan, buku rujukan danng maupun
tisik, jurnal penelinan, arbkel media massa, naskah akademuk kebijakan, presentasi kuhah
uwmum, dan lain-lain. Peneliti pada kajian ini, menggunakan dua sumber legal formal, vakni
PEPL Mo 972022 tentang Parnsipasi Masyarakat dan Nota Kesepahaman {(Memaorandum af
LincersiandingMoll), Ada dua organisasi yang melakukan Moll dengan KPLU, yaitu
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Permilihan Umum Akses
Untuk [hsabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca) tentang Pemingkatan Partisipasi
Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubemur, Bupatt dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebaga
Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setap Warga Negara Republik Indonesia,

Selam 1, kajian i1 juga menggunakan sumber data laim melalur wawancara dengan sejumlah
tokoh kunci dari penyelenggara pemilu (KPU) pusat, organisasi masyarakat terkait penyandang
disabilitas, seperti Perhimpunan Jiwa Sehat (PI5), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Untuk
Disabilitas Penyandang Cacat (PPUAD Penca). Berikut gambaran tentang kerangka penelitian
vang diterapkan dalam kapian in

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi
Masyarakat Terkait Penyandang Disabilitas Mental
sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2024

Evaluasi Formal

Efektivitas
Efisiensi
Perataan
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Kajian Literatur

Partisipasi Politik

Partisipasi polittk memupakan sebuah bentuk aktivitas sadar polink yang dilakukan individu
maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama menjadi sate keputusan
kebnjakan. Partisipasi polik tidak dapat terbentuk dengan sendinnya. Hal im disebabkan
bahwa terdapat faktor tertentu vang dapat membangun kesadaran politik individu/kelompok.
Faktor-faktor tersebut antara lain seperti komunikasi, sosialisasi yang melahirkan kesadaran

politik (Gatara dan Sard, 2007).

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2004) adalah kegiatan seseorang atau kelompok
orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, vakni dengan cara memilih
pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung untuk memengaruhi kebijakan
pemerintah. Partisipasi politik vang dilakukan masyarakat adalah bagian dan perilaku politk

{dalam Gatara dan Said, 2007)

Rush dan Althoff (2003) menyebutkan bahwa keterlibatan individu di dalam partisipasi politik
sampal pada tingkatan tertentu di dalam sistem politik. Mereka menyebutkan terdapat
hierarki/jenjang dalam partisipasi politik (dalam Gatara dan Said, 2007). Adapun jenjang
hierark: tersebut dapat dilihat dan Gambar 2 berikut ini

Gambar 2. Hierarki Partisipasi Polink

l Menamipati jabatan politik atau adminstragd

PlEic ark jabatsn poSstik atau admiresrasi

vatieg [pemberan suara) ]

Apathi total
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Stumber: Rush dan Althoff (2003), dalam Getara dan Said {2007),

Partisipasi politk seperti perilaku memulih dalam politik merupakan bagman dan penlaku
politik. Penlaku politik meliputi seluruh respon vang diterima melaln indra lalu diproses
melalui sistem informasi yang menghasilkan persepsi, sikap, onentas: dan keyakinan, serta
tindakan-tindakan nyata, seperti pembernan suara, protes, lobi, dan sebagainya. Persepsi politik
berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi darn
sesuatu hal maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu (Putra,

2003)

Kajian tengah tahun ini mengulas partisipasi politik sebagai para penyandang disabilitas mental
sebagai pemilih dengan memfokuskan evaluasi formal yang dilakukan dalam kapian ini atas
PKPU terkait, serta Mol antara KPU dan organisasi masvarakat sipil terkait, seperi PPUAD

dan PPDI, dengan menganalisis aspek efektivitas, efisiens:, dan perataan.

Evaluasi kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi
beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi dapat
disamakan dengan penaksiran {appraisal), pemberian angka (Fating), dan penilaian
{assessment). Secara spesifik, evaluasi berkenaan dengan informasi nila: dan manfaat hasil
kebyakan (Dunn, 1999)

Analisis evaluas formal pada evaluas: kebijakan menggunakan berbagai alat informasy yang
dapat dilacak dari undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan
pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan
menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan, Dalam evaluasi formal, kntena evaluatif yang
sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi (Dunn, 1999} Kajian ini memfokuskan pada

tiga indikator evaluasi kebijakan Dunn, vaitu efektivitas, efisiensi, dan perataan,

Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan

Eficktivitas _ Apakah hasil yang dimginkan telah tercapai?

Efisiensi Seberapa banvak usaha vang diperlukan wntuk mencapa  hasil vang
dhinginkan? _ _

Perataan Apakah biava dan manfaat didistnbusikan dengan memita kepada kelompok-
kelompok yang berbeda?

Stember: Dunn, 999
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Efektivitas {effectiverizss) berhubungan dengan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) vang
diharapkan atan mencaps tujuan dari diadakannva tindakan Efektivitas sangat erat
berhubungan erat dengan msionalitas teknis yvang divkur dan unit produk atau layanan atau

nilai moneternya {Dunn, 1599)

Sementara, aspek efisiensi merupakan persamaan yang diukur secara rasionalitas ekonomi dan
merupikan hubungan antara efektivitas dan usaha (Dunn, 1999). Efisiensi merupakan sinomim
dan rasionalitas dan ekonomi. Sederhananya, efisiensi menunjukkan adanya efektivitas dan
usaha yang berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan untuk mencapal tujuan tersebut.
Kebijakan yang mencapai efektivitas teringgi dengan biaya terkecil disebut sebagar efisien
(Dunn, 1999),

Indikator terakhir adalah perataan Perataan dapat diartkan dengan kesamaan (egquity),
Kesamaan erat dengan hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial vang menunjukkan
distribust dan usaha vang diberikan kepada banvak kelompok vang berbeda. Selain itu,
kesamaan dalam kebijakan vang diberikan kepada masyarakat dilakukan demi menanjukian
nilai keadilan dan kewajaran etis (Dunn, 1999} Aspek perataan ini secara sederhana
menjelaskan adanya distribusi pemanfaatan yang diterima oleh penenima manfzat dalam

pelaksanaan kebijakan,

Penyandang Disabilitas Mental dan Asas-Asas Pemenuhan Hak Politik

Undang-Undang Nomor B Tahun 2016 (UL 8/2016) tentang Penvandang Disabilitas
mendefinisikan penyandang disabilitas adalah “Setiap orang vang mengalami keterbalasan
Sfisik, intelektval, mental, daratan sensorik dalam jongka wakin lama vang dalom berinteraksi
dengan linghkungan dapal mengalami hambatan dan keselitan vk berpartisipasi secara
premch dan efekif dengan warga negara lainriva berdasarkan kesamean hak ™

Pada konteks penyandang disabilitas mental, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
mendefimakannya sebaga tergangpunva fungst pikir, emosi, dan penlaku, antara lan: a,
psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya

autis dan hiperakuf (Direktorat rehabilitas sosial penyandang disabilitas, 2021),
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Disabilitas mental memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomaor
18 Tahun 2014 (UL 18/2014) tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa
adalah “kowadisi dif mana seorang individ dapat berkemborge secara fisik, mental, spivitnal
dan sosial schingga individu fersebut memvadari kemampuan sendivi, dapal mengalasi
tekenan, dapet bekerja  secara produktif, dav mampw memberikan kontribust otk
sewnunifasmyva.” Oleh sebab itu, penyandang disabilitas mental juga secara langsung merupakan

individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa

Penyandang disabilitas mental secara teoritis dalam konteks keillmuan psikolog dijelaskan
sebagai individu yang mengalami ketidakmampuan mengelola stimulasi rangsang, Stimulasi
tersebut baik berupa informasi, persepsi pancaindra vang diterima oleh otak, sehingga
menyebabkan perbedaan individu dalam merespons. Selain itu, penyebab terjadinya gangguan
disebabkan oleh multitaktor vang disebut sebagar biopsikososial (PJS, 2022)

Lebih lanjut, dalam konteks negara dan konstitusi, penyandang disabilitas mental merupakan
bagian kelompok masyarakat yang haknya secara setara diakui sama dengan masvarakat umum
non disabilitas lainnya. Pelaksanaan hak dan pemenuhan penyandang disabilitas berdasarkan
Pasal 8 ULV No.8/2016 adalah berasaskan a penghormatan terhadap marabat; b otonomi
individu, ¢ tanpa diskriminasi, d. partisipasi penuh, e, keragaman manusia dan kemanusiaan,
f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. aksesibilitas; 1. kapasitas yang terus berkembang dan

identitas anak; . inklusif, dan k. perlakuan khusus dan pelhindungan lebih.

Penyandang disabilitas mental sebagal bagian dan penyandang disabilitas memiliki hak vang
dilindungi olech UL 82016 terutama pada hak politik. Pasal 13 UL 82016 menyebutkan
beberapa hak politik untuk penyandang disabilitas antara lain meliputi:
a  Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
c. Memilih partai poliitk dan/atau individu vang menjadi peserta dalam pemilihan
umum,
d  Membentuk. menjadh anggota, dan‘atau pengurus orgamisasi masyarakat dan/atau
partai politik,
e, Membentuk dan bergabung dalam orgamisasi penyandang disabilitas dan untuk

mewakili penyvandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan intermasional.
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f.  Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau
bagian penyelenggaraannya;

g Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penvelenggaraan pemiliban
umum, pemilihan gubernur, bupan/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama
lam, dan

h. Mempercleh pendidikan politik.

Dalam kajian ini, penclin menganalisis peran penyandang disabilitas mental dalam
menggunakan haknya sebagai pemilih yang memilih partai politik dan/atau individu vang

menjadi peserta dalam pemilu dan haknya dalam memperoleh pendidikan politik.

Evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap
Penvandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemila 2024
Sesuai dengan kerangka penelitian vang telah disebutkan sebelumnya, berikut analisis penelit

dalam mengevaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap
Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih pada Pemilu 2024 Dalam konteks ini, penelit
mengevaluas: bak secara legal formal (melalm peraturan dan nota kesepahaman wvang
dilakukan antara KPU dengan PPUAD) maupun dalam implementasi kebijakan, khususnya
PKPU No. 92022, khususnya terkail sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penvandang
disabilitas mental dengan memyjuk pada tiga indikator evaluasi kebijakan Willam Dunn

(efektivitas, efisiensi, dan perataan),

Evaluasi Formal
a. PKPU No 972022 Tentang Partisipasi Masyarakat

Dasar hukum keputusan komisi im adalah Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. FKPL No.
92022 pelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPL Nomor 14
Tahun 2020. Selain i, ditetapkan PKPU No. 9/2022 dilakukan berdasarkan evaluasi
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih
dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan
Wakil Bupati dan‘atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
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Masvarakat dalam Penvelenggaraan Pemilihan Umum vang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum sehingza perlu diganti,

August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
KPU RI, dalam wawancara 19 April 2024 menjelaskan awal mula hadirnva PKPU No.
972022 dilandasi kesadaran KPU bahwa dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama
dalam konteks sosialisasi tidak dapat dilakukan sendin. Hal ini seperti vang divtarakennva:

“Rhmsns fentang pariivipast masveraked kami sodar beind Balnea memnang proses
pemvelenggraraan pemilu tidak bisa dilakukan oleh kami sendivi erwtama dalam
kowifeks sosiclisast. Nakh, kite soclar beitul fnf sebagian dard tmplenrentasi vist misi KPP
di periede 2022-2027 kususiva i vl fuga save sampaikan padea saat sava jaland
proses seleksi baik dif Timsel manpun oi fit and proper fest of DPR. Jadi, visi misi KPU
ity dia-dna besarnva i vang perigma ingin menjadikan KPU sebagai pusar
pengetahuan don berbagi pengalaman temtang kepemiluan i vang safu, wal nanti im
akan kefemn dengan relevansinva dengan apa vang dilokwkan oleh teman-ieman
mcesvarakar sipil.”

Berdasarkan PKPU No. 972022, sosialisasi didefinisikan sebagai proses penyebaran
informasi pemilih atae kepemiluan. Tujuan diadakannya sosialisasi disebutkan dalam
Pasal 3 pada partisipasi masyarakat antara lain, menyebarluaskan informas pemilu atau
pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang
hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih

dalam pemilu dan pemilihan,

Selain i, PKPU No. 9/2027 juga menjelaskan tentang pendidikan pemilih yang
merupakan proses penyampaian informasi pemilu atau pemilihan kepada masyarakat
sebagai pemilih vang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan
kesaderan tentang pemilu dan/atau pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan,
Pendidikan pemilih tidak saja hanya untuk meningkatkan pengetahuan sekitar kepemiluan,
namun juga menjadi bagian pendidikan politk kepads masyarakat awam dalam
menentukan pilthan poliiknya (partal, calon perseorangan, dan lain-lain), Hal im
sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 (b).

Dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagas bagman rangkaian dan pemilu,
kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun juga melibatkan seluruh anggota

masyarakat, baik bersifat perorangan maupun kelompok, berbentuk badan usaha hukum
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dan non hukum, ataupun penyebaran informasi tentang kepemiluan tersebut dapat
dilakukan melalui media cetak/sosial sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat 1, 2 dan
3. Oleh sebab itu, dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, KPU menggandeng banvak
pihak agar selurub informasi yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pendidikan

politik untuk pemilih dapat dilakukan dengan optimal,

Dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih, keterlibatan masyarakat dalam
mempercleh maupun menyebarkan informas tentang kepemiluan dan pendidikan pemilih
dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu, atau berjejaring. Hal ini tercantum pada Pasal
7 ayat 1. Selain itu, untuk melaksanakan proses sosialisasi dan pendidikan pemilih
masyarakat dapat bekerja sama dengan KPU hingga di jajaran kota, sebagaimana
disebutkan pada Pasal 7 ayat | dan 2 yang berbunyi:

" Partisipas) masyvarakal dapal drlakican melalnd Kerja sama dengan KO KPU Provins,
g KU Kabupaten Koig dengan berpedoman pada Peraturan KPU vang mengainr
ferdany Tota Naskalh Dinas, ™

Secara umum, pengaturan teknis sosialisasi dan pendidikan pemilih diatr dalam Bab 111
tentang Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat. 1si pasal pada bab tersebut terangkum dalam

Tabel 2 benkut ini

Tabel 2. Pensaturan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam PEPLU Mo @2022

Fasal (1} Masvarakat dapat melakukan kegatan parmisipasi dalam bentuk:
L a. Sosializas;
b. Pendidikan politik bag pemilih;
¢. Survel atan jajak pendapat; dan/atan
b Penghmungancepat
Pazal Sosalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (1) burufa dilakukan
Bab 111 [ dengan metode; ;
Falianknn a. Ignglfulnng.d:u:.amu
partisipasi ! 2 ".d“. ANSSUNA . ;
il Pazal Metode sozialisasi secara langsung sehacaimana dimaksed dalam Pasal 11
12 humnf a dapat berupa:
forum warga;
diskusi;
sCminar;
lokakarva (wontshop);
pelatihan:
ceramah;
i |ast;
gelar wicara {fafkshow);
pemanfaatan budava lokal/tradisional. dan/atan

Bagian Kesalu
Mazvarakat

SERE M an TR
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Pasal

=

13

j. metode lain yang memudahkan masvamakat untuk menyampaikan

informasi pemilu atau pemilihan dengan baik.

' (1) Metode sosialisasi secara tidak langsung sebagamana dimaksud dalam

Pa=al 11 hwruf b dapat dilakukan melaio;

a medea massa cotak;

b. media massa elekironik;

o media mass ol

d. media daring:

¢. media sosial;

f. media luar noang;

i, penvebaran bahan ataw barang Sosialisasi;

h. media kreagif, dan/atau

1. medm lannva.

(23 Media massa cetak sebagaimana dimakesud pada avat (1) hurof a terdin
dari:

a. surat kabar;

b. majalah;

¢. tabloid:

d. bulletin, dan/atau

¢. media massa cetak lainnya.

{2} Media massa elektronik scbagaimena dimaksud pada avat (1) huruf b
ferdin dar:

a. radio, danvatau

b, televisi,

(4) Media massa onrline schagamana dimaksud pada ayat (1) humf ¢
menipakan media massa berbasis intemetl yvang dibentuk berdasarkan dan
unduk pada undang-undang mengenal pers dan kode ik jumalistik

{5) Media danng sebagnimana dimaksud pada ayat (1) humf'd werdin dan;
a. lnman:

b. aplikasi perfemuan tatap moka virfual;

¢. surat elektronik: dan/atau

d. lavanan pesan singkat.

(&) Media Sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurof ¢ terdin dan:
a. hlogviog,

b, jejanng sosial;

¢. blog mikro;

d. berbagi media, dan/stau

e. forum anfine.

i{7) Media Ivar raang scbagaimana dimaksud pada avat (1) humt { terdin
dari-

a. spanduk;

b. pataka atau Hbarmer,

c. baliho,

d. reklame cetak:

. reklame elektronik;

{. umbal=-umbul, dan/ata

g. media Inar ruang laimnya,

(8) Pervebaran bahan ataw barang Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf o terdin dari:

a. brosur,

b, scleharan:

¢. pamflet;

d. poster;

¢. pakaan. dan/atau

| f. bahan atau bamang lainnva,
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19 Media kreatif sebagaimana dimaksed pada avat (1) huruf b terdin dari:
o, seni musik:
b. seni tani;
€. §EMi Tupa;
d: seni peran;
€. seni fotografi;
i sinematografi:
g seni digital, dan/atan
1| hosenilannyva
Sumber: PEKPU No. 92022 Dialak oleh permidis.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan pemilih diatwr dalam Bab 111
PERPU No 92022, Sosialisast dan pendidikan pemilih sebagal proses rangkaian pemilu dapat
dilaksanakan oleh KPU bark secara langsung maupun fidak langsung. Selam i, dalam upaya
menyebarkan informasi kepemiluan dan membenkan pendidikan pelink, KPU dapat
mengadakan berbagal bentuk kegigtan vang menghadirkan massa maupon menggunakan

berbagai jenis media.

Berikut gambaran bentuk partisipasi masyarzkat sipil dalam mengimplementasikan kebijakan

sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama pada penyandang disabilitas mental.

b. Partisipasi Organisasi Masvarakat Sipil dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada
Penvandang Disabilitas Mental,
Partisipasi masyarakat dalam penyelengearaan pemilu merupakan upava yvang dilakukan

badan/lembaga KPU unwk melibatkan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilu. Pada
konteks PKPU No 92022 dalam pasal 10 aktivitas partisipasi masvarakat terdiri dari
sosialisasi, pendidikan politik, survey dan/atau penghitungan cepat. Secara umum, partisipas
masyarakat merupakan upaya melibatkan seluruh pihak dalam mencapal tujuan yvang

diharapkan dalam konteks im meningkatkan partisipas: penyandang disabilitas mental

Pada 23 Agustus 2023, KPU dan PPDI menandatangani Nota Kesepahaman Tentang
Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Polink Setiap Warga Negara Republik
Indonesia, KPL juga membuat Nota Kesepahaman dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang
Disabilitas Indonesia) pada 24 Oktober 2023
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Kedua organisasi tersebut mermupakan badan lembaga resmi yang menaungi penvandang
disabilitas demgan pemenuban hak-hak sipill (hak politik), Sefain iy, dafam konteks
pemantauan terutama dalam pelibatan penyandang disabilitas dalam pemilu terdapal organisas
mitra lainnya, seperti Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokas Dnfabel) Indonesia, Formas
Dasabilitas, (Prvakkum) Pusat Rehabilitasi Yayasan Knsten untuk Kesehatan Umuom, serta

organisasi disabilitas lainmya,

PPLUAD dan PP sebagm pihak orgamsas: mitra memilikl rentang waktu selama hma tahun
isejak ditanda tanganinya kesepakatan) dalam menvelesaikan tugasnya melakukan sosialisas
dan pendidikan pada penyandang disabilitas (termasuk disabilitas mental). Uniuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan PPUAD dalam membantu KPL!, PFUAD
juga telah membentuk organisasi cabang di 34 Provinsi di Indonesia (ppuadisabilitas orid,
11/5/2024). Begitu pula dengan PPDI yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Oleh sebab
itu, dalam konteks formal hasil nota kesepahaman KPU dengan beragam organisasi disabilitas
terkait, seperti PPUAD dan PPDI, juga berlaku dan dilaksanakan di selurub cabang organisas:
daerah. Dengan keterlibatan PPUAD dan PPDI dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan
pemilih, baik ditingkat pusat dan daerah diharapkan dapat begalan efektif’ (termasuk pada
penyandang disabilitas),

Di sis lain, pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan pendataan vang jelas dan terkim
tentang jumiah penyandang disabilitas vang tercatat sebagai pemilih. Namun, berdasarkan hasil
survel pemantauan yang ditnisiasi oleh Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel )
Indonesia dan organisasi lainnya vang melibatkan sebanvak 479 responden disabilitas dan 31
provinsi di Indonesia. Hasil survei (Desember 2023- 2 Januari 2024) menunjukkan bahwa
penyandang disabilitas vang terdata sebagai pemilih hanva sekitar (35,7%) Di sisi lain, PIS
menyebutkan bahwa terdapat 12600 para penyandang disabilitas mental/psikososial yang
berada di 101 pant-panti rehabilitasi mental Indonesia (P18, 2022). Dengan demikian, penting
untuk memastikan adanya data pemilih penvandang disabilitas vanz mutakhir, baik
berdasarkan jenis disabilitas maupun jumlah, serta informas: terkeait lainnya, agar kegiatan yang
dilakukan sesuai dengan kebutuhan jenis disabilits yang ada dan tepat sasaran, terutama dalam
konteks sosialisasi dan pendidikan terkait kepemiluan untuk pemilih,

Terkait dengan beberapa Moll yang dilakukan KPU seperti yang disampaikan di ates, PPUAD
dan PPDI sebagai organizasi masyvarakat sipil menjadi mitra KPL dalam upaya mendorong

ketercapaian partisipasi politik, khususnya hak memilith pada penyandang disabilitas mental.
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Partisipasi politik, khususnya hak dalam memilib/memberikan suara, merupakan hak yang
dimiliki oleh setiap individu. Seperti yang dissampaikan Budiardjo (2004, dalam Gatara &
Said, 2007), partisipasi politik merupakan kegiatan aktif' dalam ranah politik untuk tkut

memengaruhi kebivjakan.

Dalam merark: partisipasi pohitik sepert piramida partisipas politk (Rush & Althoff, 2003,
dalam Gatara & Said,2007), pun pemberian suara terdapat dalam tingkat partisipasi yang
umum dan dasar dilakukan, dalam konteks demokrasi dan proses kebijakan, pemberian suara
sebagai pemilih juga menjadi salah satu wujud partisipasi politik untuk memilih perwakilanu
ntuk duduk di pilar-pilar demokrasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi mereka, Begitu
pula, pada penyandang disabilitas mental, Hak politik ini telah dijabarkan dalam Pasal 13 UU
B/2016

Bentuk kolaboratif multi pihak tersebut juga membaniu KPU untuk menjalankan fungsinya
tersebut secara efektif. Dalam kaitannya dengan hal it, seperti yang telah disebutkan di bagian
sebelumnya, evaluasi terhadap PKPU No, 92022 dalam kajian ini dilakukan dengan merjuk
pada tiga indikator evaluasi kebijakan (Dunn, 1999), vaitu efektivitas, efisiensi, dan perataan,
seperti yang dielaborasi dalam bagian berikut

Indikator Evaluasi Kebijakan

Efektivitas

Terkait indikator efektivitas dalam evaluasi kebijakan, Dunn menjelaskan sejauh mana
mtensitas usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat mencapat tujuan yang
diinginkan, Artinyn, efektvitas pelaksanaan dan suatu kebijakan memuat indikator utama,

vakni adanva usaha/metode dan tujuan.

Kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas (termasuk
penyandang disabilitas mental ) dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selain 1t,
adapun tujuan diadakannya sosahsas menurut PKPLU No 92022 antara lain: menyebarluaskan
mformasi pemilu atau pemilihan; meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran
masyarakat tentang hak dan kewsgjiban dalam pemile dan pemilihan; dan memngkatkan
partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan. Bentuk aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan
sosialisasi dan pendidikan pemilih tercantum dalam Pasal 12 PEKPU No 92022, Dalam pasal

tersebul menyebutkan metode sosialisasi yvang dilakukan secara langsung sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menyebutkan metode dapat dilakukan berupa forum warga,
diskusi, seminar, |okakarya (workshop), pelatihan, ceramah, simulasi, gelar wicara (falkshow),
pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan/atau metode lain yang memuodahkan masyarakat

untuk menyampaikan informasi pemilu atau pemilihan dengan baik

Adapun pelaksanaan kebijakan PKPLU No %2022 unmk penvandang disabilitas mental
misalnva, tergambarkan dan akuivitas di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih,
Surabaya, Jawa Timur, (Solopos com, 19/12/2023), Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPL)
Kota Surabaya menggelar sosialisasi Pemilu 2024 kepada penghuni pondok sosial yang
merupakan penyandang disabilitas mental. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan
pemahaman dan cara menggunakan hak suara mereka pada Pemilu 2024 (Solopos.com,
19/12/2023). Lebih jauh, berdasarkan wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi
Sostalisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, KPU Rl (wawancara pada 19
April 2024), dipaparkan babwa KPL' sebagai penyelenggara pemilu juga melakukan kegiatan
sostalisas di semua tingkatan daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. KPL

sendin memiliki strukiur organisasi di 38 Provinst dan 514 Kabupaten/ Kota,

Selanjutnya, selain kegiatan sosializasi yang dilakukan oleh internal KPL, dalam PEKPL No 9f
2022 juga diatur tentang pelibatan organisasi masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan
pemilih, khususnya kepada penyandang disabilitas. Contohnya adalah kegiatan sosialisasi dan
pendidikan pemilih yvang diadakan oleh PPDI vang bekerjasama dengan KPU Kabupaten
Waykanan Dalam kegatan tersebut, Keta DPC Perhimpunan Penyandang Disabilitas
Indonesia {DPC PPDI) Kabupaten Waykanan, Pingki Idoarali, mengatakan sesuai ketentuan,
pemilih penyandanyg disabilitas harus diberikan akses dan kemudahan dalam memberikan hak
politiknya, Berdasarkan jemis dan klasifikasi, dissbilitas yang terdaftar sebagai pemilih di
Kabupaten Waykanan berjumlah 1,000 pemilih, di mana 464 diantaranya adalah penvandang
disabilitas mental (BRI coad, 30/01/2024).

Terkat dengan pengalaman PPUAD, meskipun telah bekerja sama dengan KPU dalam
melaksanakan aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilib (termasuk aktivitas advokasi)
kepada penyandang disabilitas, namun PPUAD memerfukan bantuan melalui bentuk kena
kolaboratif kelembagaan, Hal im disebabkan karena adanya tantangan dan keterbatasan yang
dihadapi oleh PPLUAD dan KPU dalam mengoptimalisasi pemenuhan akomodasi dan
kebutohan vang layak bagi semua ragam penyandang disabilitas Hal ini seperti yang
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disampaikan oleh Arani Soekarwo, Ketua Umum PPUAD, dalam wawancara pada 19 April
2024,

“Kami  sebagai  orgowisasi  mitra, tdak  bisa  bekerja  sendiri,  lerntama urituk
mensasialisasikan peratwran kepemilian kepada penyandang disabilitas. Juga karena
ragam disabifitas ttw sangert banvak, moke ind memerivkon akomodass ke buthan khsus
agar informasi kepemiluan fersebut hisa dicapai oleh sefiap penvandang disabilitas. "

Selain 1, praktik baik dalam konteks implementasi sosialisasi dan pendidikan pemilih
penyandang disabilitas mental/psikososial, juga permnah dilakukan oleh Pusat Rehabilitasi
Yakkum (PR Yakkum). Dalam hal im, PR ¥Yakkum melalin Provek Kesehatan Jiwa dan
Rehabilitasi Sosial berbasis Masyarakat dengan dukungan CBM Ausiralia, bekerja sama
dengan Pemenntah Kapanewon Godean, Puskesmas Godean | dan KPLU Kabupaten Sleman
menyelenggarakan kegiatan “Simulasi Pemilu™ bagi kawan-kawan disabilitas. Simulasi ini
turut melibatkan berbagai ragam disabilitas, ndak terkecuali disabilitas psikososial vang masih

mendapat stigma yang tinggi di masyarakat (Y akkum-rehabilitation.org, 5/5/2024).

Lebih jauh, terkait dengan konsep mengena pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan
pemilih kepada penyandang disabilitas mental, Anani Soekarwo sebagai Ketua PPUAD, dalam
wawancaranya pada 19 Apnl 2024 menerangkan bahwa terdapat dua situasi vang dialami oleh
penyvandang disabilitas mental. Pertoma, penvandang disabilitas mental yang telah pulih
(sembuh) kembali kepada keluarga dan berbaur di lingkungan masyarakat akan lebih mudah
untuk dibenkan sosialisasi dan pendidikan politik. Kedna, jika penyandang disabilitas mental
masih belum pulih/sembuh, maka kelompok inilah yang harus didatangi dan dilatih di panti-
panti. Kelompok disabilitas mental merupakan kelompok yang rentan mengalami kekambuhan
irelaps). Unmik mencegah hal tersebut, diperlukan penanganan yang komprehensif agar tidak

terjadi kekambuhan berulang,

D sisi lain, Nena Hutahean, staf advokasi dar Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) dalam
wawancara pada 30 April 2024, menjelaskan hasil pemantauannya terkait pendidikan pemilih
yang dilakukan oleh KPU vang dinilainya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena
tidak semua panti-panti rehabilitasi mental (baik pemerintah maupun swasta) yang menjadi
sebagian tempat perawatan para penvandang disabilitas dapat membenkan akses informas
kepemiluan, seperti pada penayangan debat capres-cawapres. Benkut pendapat Nena

“Kalau ditanya sosialisasi va sebenarnyva, bukan hanva uniwk teman-teman psikososial
itk temar-terman disabilitas pun sehenarnva masih sargal kurangrva, ape mamanive,
ferkait sosialisasi pemilu. Bahkan, seperti kemarin laby yang menfadi cataian sayve
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sendiri it adalah, bagaimana debat kemarin it vdak aksesibe! buar feman=teman
dixahiliias, Bafnvea seperts pennvediaan T8I fin juge kecil hangred, terns kemelioon nntuk

lemen-teman irtelektual, begrfn barvak fermrologi-terminolog vang beral sekalf yva,
ferainologi-terminologl asing, yarg nutuk teman=tenon disabilitas intelekinal price
buiit ada penjelasan dan bahasa lebih sederfana. Dan juga perin dicarai bafwa
femen-feman disabifitas (pemandange disabilitay mental) in kan tdoak semape mem ik
pendicikan vang fovak, fin juea perfe menjodi catatan, Kettka kita suclah ferbatas
secara pendidikan, sistem debatmya prn sanged jerlain berat wnink feman-ientan
disabilitas. Makanva ketika ditanva, bagaimane kemudian ke teman-teman disabilitas
psikesosial, va hampir sepnia teman-teman disabilitas psikososial vang ada di panii itv
Jelos tidak prrva akses, ™
Dalam pernyataan yvang disampatkan tersebut, dapat dikatakan bahwa meskipun proses
sosialisasi telah dilakukan oleh panti, namun pada konteks pendidikan politik, para penyandang
disabilitas mental/psikososial masih belum dapat menjanghkau akses informasi tersebut. Hal ini
disebabkan karena terbatasnva akses vang diberikan oleh panti rehabilitasi dan dalam
pelaksanaannya tidak semua pant sosial rehabilitasi dapat langsung dijangkau oleh petugas

KFPU

Hal ini juga terkonfirmasi dari wawancara dengan Ketwa Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz (wawancara pada 19 Apnl 2024),
vang mengakui bahwa sosializsasi terhadap penyandang disabilitas masih memiliki beberapa
catatan, terutama dalam mengakomodas: kebutuhan akses bag penvandang disabilitas, sepert
area jalan yang tidak berundak dan sebagainya. Padahal, ini menjadi kebutuhan dasar bagi para
penyandang disabilitas, terutama bagi disabilitas netra untuk mengakses area tersebut
Demikian pula pada penyandang disabilitas mental, vang kebutihan spesifiknya juga perlu
diakomodir agar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat benjalan tepat sasaran,
relevan, efekiif, dan optimal. i sisi lain, pada faktanya, pelibatan disabilitas mental sebaga
peserta pemilih merupakan hasil advokas: yang dilakukan oleh PIS (bukan berasal dan KPLU
sebagai penyelenggara Pemilu), vang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/ PUU-VIL2015 terkait penyandang disabilitas mental, sepertn yang dijelaskan oleh Nena
Hutahean, staf advokasi dani PJS (wawancara pada 30 April 2024)

Lebih lanjut, dalam konteks kena kolaboratif antar kelembagaan, PPUAD pernah
berkolaborasi dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (T dalam
melakukan aktivitas sosialisas dan pendidikan permilih. “Workshop Peningkatan Literas
Kepemiluan Bagi Penyandang Dizabilitas dalam Rangka Penguatan Pemantavan Kampanye di
Media Sosial pada Pemilu 2024" yang diadakan pada 7 September 2023 di ruang serbaguna
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KPU RI1 im menjadi salah satu aktivitas kolaboratif PPUAD dengan TII dan KPU RI, yang

melibatkan peserta dan beragam penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi kepemiluan sekaligus menjadi bagian
pendidikan politik bagi penvandang disabilitas, khususnya terkait dengan kampanye politik di
media sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung juga terkait dengan penyandang
disabilitas. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata organisasi
masyarakat sipil dalam mendukung upaya pemenuhan penyelenggaraan pemilu yvang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan inklusif,

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai narasumber, seperti August Mellaz (KPU RI), Ariani
Soekarwo (PPUAD), dan Nena Hutahean (PIS), kajian ini mencatat bahwa dalam konteks
pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas dapat berjalan
efeknf pka durmg oleh simulasi/pelatthan yvang didukung oleh adanya sumber daya, sepern
ketersediaan alat bantu yang dapat dipergunakan dan aksesibalitas bagi penvandang disabilitas.
Demikian pula pada penyandang disamlitas mental. Selain simulasi pemungutan suara, bentuk
pelatihan yang juga dapat dibenkan kepada penvandang disabilitas mental adalah peningkatan
kesadaran untuk tidak memilih peserta pemilu vang menggunakan praktk politik vang (mamey

Pelifics)

Efisiensi

Indikator efisiens dalam evaluas kebnakan menunukkan adanva efektivitas dan usaha yang
berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan untuk mencapat tujuan tersebut. Kebijakan
yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil disebut sebagai efisien (Dunn, 1999)
Aspek efisiensi menunjukkan rendahnya cost maupun sumber daya yang dikeluarkan dalam

terlaksananya sebuah aktivitas kebijakan.

Jika ditinjau darn bentuk kerja sama keorganisasian antara KPU dengan dua kelembagaan
seperti PPUAD dan PPDI yang memiliki 34 struktur organisasi cabang di daerah Indonesia,
maka dalam konteks pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, hal ini dapat
dikatakan cukup berjalan efisien. Dalam praktiknva, pengurus pusat PPDI dan PPUAD dapat
mendorong setiap pengurus di daerah secara kreatif memanfaatkan sumber daya dalam
menyebarkan informasi kepada para penyandang disabilitas. Dukungan dari pihak ketiga

terkait kerja-kerja kepemiluan untuk penvandang disabilitas, termasuk dan donor, juga menjadi
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salah satu sumber daya vang diandalkan untuk mendukung efisiensi dalam sosialisasi dan

pendidikan pemilih

Lebih jauh, KPU juga memanfaatkan sumber daya berupa jejanng sosial/organisasi mitra
maupun penggunaan media sosial sebagaimana vang telah disebutkan dalam PKPL Ko 9/2022.
Dengan pelibatan sumber dava jejanng organisas: di daerah dan media, serta dukungan phak
terkait lainnya. diharapkan dapat menghemat alokasi penganggaran dalam berbagai kegiatan,

termasuk yang terkait dengan pemilih penyandang disabilitas mental.

Perataan

Indikator evaluasi kebijakan terkait perataan/pemerataan menurut Dunn {1999}, menjelaskan
adanya rasionalitas legal dan sosial yang menunjukkan distribusi dan usaha vang sama
diberikan kepada banyvak kelompok vang berbeda Secara sederhana, aspek pemerataan m
menunjukkan adanya distribusi pemanfaatan dari kebijakan yang merata untwk seluruh
kelompok masyarakat dan penerima manfaat kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan
ini, distribus: pemanfaatan kebijjakan tergambarkan dan komitmen KPU terhadap PPUAD dan
PPDI (juga dapat dilihat dari PKPU No. 92022, khususnya nota kesepahaman) yang tercermin

dar alokasi anggaran,

PKPU No. 9/2022 sendin tidak menyebutkan secara spesifik adanya pengaturan tentang
pembiayvaan/penganggaran. Dh sis1 lain, pengaturan tentang penyelengoaraan pembiayaan pada
kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk masvarakat kelompok penyandang
disabilitas justru ditemukan dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman KPU dan PPUAD. Hal ini juga
menjelaskan Nota Kesepahaman sebagai produk kebijakan turunan dan teknis dan PKPLU No.

92022 yang sifatnya lebih spesifik dan tekms, termasuk tentang pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan August Mellaz, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipas: Masyarakat KPU RI pada 19 Apnl 2024, diketahw bahwa meskipun
dalam Nota Kesepahaman menyebutkan terdapat bantuan pembiayaan yang dikeluarkan,
namun ini tidak serta merta menjelaskan adanya konteks nominal vang dapat dimanfaatkan
sebagar sumber oleh PPUAD untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran
program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan disabilitas (termasuk

disabilitas mental} secara langsung Hal ini seperti vang disampaikannya dalam wawancara;
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“Dalam konteks penganggaran, kalaw it dilakwkan dalom konteks riset bersama, va
mengkin, Japi sebemarnva rata-rata kan ite dilakukan aleh programeva KPU, dan
kermclian mereka morgkin focli semacam kovesultan. Nah, of sist oin, kita fuga talm, ada
beberapa lembaga donor, atan pilak-pihak vang penva komibimen urink (i, dan niengkin
dari penvediaamn dama. Nah, kami bisa mengambil peran menggaransi, Artinva, kami bisa
mrerrgrgraransd, kalan Anda bisa support lembege (i, dovar ghin va, melakiken support,
nicaka kami akan famin balvwa kewrudian akses wntnk mereka juga sangat berdika di sitn.
et maenpzkin dolam konteks penganggaran adalal membariin mereka wnink membuka
Pearvark akses, dan kemudian merekomnisi kegiatan-kegiatan vang mercka lakukan, dan
fint ke bufuhon doars KPUL Nah, it vang poomva valwe tersendird ke, ngrerak deadam konteks
renninalnva,

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu menempatkan
PPUAD dan PPD] sebagai orgamisasikelembagaan terkart penyvandang disabilitas yang
mengetahul dan memaham situasi dan kebutuhan para penyandang disabilitas. PPUAD dan
PPDI pusat sebagai orgamsasi nirlaba/non profit yang mengadvokast hak-hak politik para
penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kebijakan menjadi mesin pengeerak organisasi lain
{baik organisasi penyandang disabilitas maupun organisast lain)y dalam mengimplementasikan
kebijakan sosialisasi dan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas (termasuk
disabilitas mental). Hal ini penting karena pelaksanaan kegatan terkait diharapkan juga
melibatkan dan berasal dan, oleh, dan untuk kalangan penyvandang disabilitas sendin. Kalangan
penyandang disabilitas dengan keragaman yang dimiliki, dalam hal ini, merupakan pemangku
kepentingan yang memiliki oteritas vang valid dan memiliki cara dalam menyvampaikan
informasi terhadap sesama. Bewtu pula dengan disabilitas mental, yang diharapkan mampu

menyerap informasi tersebut, termasuk aspirasi dan sesama disabilitas mental dalam konteks

sebagai permbih

Lebih lanjut, menurut Anani Soekarwo, Ketua PPUAD (wawancara pada 19 Apnl 2024),
dalam konteks pelaksanaan kebijakan vang dilakukan pada penvandang disabilitas ndak cukup
hanya dilakukan sosializasi. Penvandang disabilitas sebagai penerima manfaat kebijakan
scharmusnya dapat mempraktikan'mensimulasikan langsung proses pemilihan sesuai dengan
ragam disabilitas. Namun, karena masth kurangnya akomodasi penunjang pada ragam
digabilitas, maka hal ini belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh sebab i, untuk
meningkatkan kualilas pemilib pada penyvandang disabilitas mental secara optimal, KPU perlu
secara transparan menyediakan alokasi dana khusus terutama dalam penyediaan alat bantu

terhadap beragam kebutuhan disabilitas di dalam penvelenggaraan pemilu.
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Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formal (PEPU No 92022 maupun pada Mol yang
disepakat antara KPU bersama anggota kelompok masyarakat sipl, seperti PPUAD dan
PPDI), kajian ini mencatat babwa KPU melalui kerja-kerja kolaboratif telah melakukan kena
zama yang efektif untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental untuk
mengeunakan hak pilihnyva sebagar pemilih. Selain itu, kerja sama vang dilakukan tersebut
menjadi upaya KPL dengan beragam pihak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang
lebih inklusif guna mewujudkan pemilu yang udak hanya Langsung, Umum, Bebas, Rahasia

i Luber), tetapi juga imklusf

Oleh sebab i, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan tidak hanya menjaga komitmen
tersebut dengan menampung aspirasi para penyandang dizabilitas melalui PPUAD dan PPDI,
serta para pemangku kepentingan terkait lainnya, namun juga dapat mengakomodas
kebumhan kebijakan sostalisasi melalu alokast angparan yang diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pemilih, termasuk dari penyandang disabilitas maupun disabilitas

mental

kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang dizabilitas mental
esensismva merupakan bagian dari adanya pemenuhan hak politik mereka sebagai pemilih yang
memiliki hak setara dengan warga negara lain. Partisipasi polink penyandang disabilitas mental
sebagai pemilih penting untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mercka dalam
proses kebijakan, Untuk i, kerja-kena kolaboratif penyelengpara pemilu dan magyarakat
sipil, dan para pemanghku kepentingan terkait hal ini, sangat penting dalam mendorong kegiatan

sostalisasi dan pendidikan pemilih yang efekaf, efisien, dan merata.

Secara spesifik, evaluasi vang berkaitan dengan informasi nilai dan manfaat hasil kebijakan
sosialisas: dan pendidikan pada penyandang disabilitas mental bertujuan untuk meningkatkan
informasi kepemiluan, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 3 PKPU 92022, yakni
a. menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihen; b, meningkatkan pengetahuan,
pemahaman, dan kesadaran masvarakar tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan
Pemilihan, dan ¢. meningkatkan partisipast Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Namun
demikian, evaluasi kajian ini menunjukkan bahwa pelaksansan kegiatan sosialisasi dan
pendidikan pemilih pada penvandang disabilitas mental yang dilakukan oleh KPU perlu
dioptimalisasi dengan pelatihan dan pendidikan tentang kepemiluan.
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Kajian ini mencatat bahwa penerapan PKPU No. %2022 masih membutuhkan alokasi
penganggaran maupun daya dukung, seperti penyediaan alat prakuk dalam simulasi pemilu
maupun sumber daya lainnya dalam memberikan informasi vang mudah dicerna oleh pemilih
penyandang disabilitas, termasuk untuk pemilih penvandang disabilitas mental. Misalnya,
dengan mempertimbangkan kondisi dan  kebutuhan penyandang disabilitas  mental,
penyelenggara kegiatan perlu mempersiapkan misalnya tenaga konseling, tenaga kesehatan,

maupun pendamping untuk para peserta pendidikan dan pelatihan

Oleh sebab i, evaluasi kebijakan untuk mendorong partisipasi pemilih penyandang disabilitas
mental juga harus memperhatikan dan merespons kebutuhan dan konteks terkait indikator
efektivitas, efisiens:, dan perataan agar dapat memenuhi kebutuhan penyvandang disabilitas

mental secara relevan dan tepat. Benikut elaborasi terkait rekomendasi dan hasil kajian im,

Rekomendasi

1. Mendorong keberlanjutan program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, baik
bagi penyandang disabilitas maupun pada penyandang disabibitas mental untuk
meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya
sebagai pemilih, serta meningkatkan partisipasi mereka sebagai warga negara dalam proses

kebijakan.

PPUAD dan PPDI sebagai organisasi mitra KPU perlu memingkatkan kapasitas dan kinerja
organisasi dengan melakukan kolaborasi dan sinkronisasi antar kelembagaan/institusi
terkait (termasuk dengan KPU), dan masvarakat sipil yang bergerak di isu yang sama,
maupun dengan pemenntah, sepertt Kementenan Sosmal yvang berwenang  dalam

penvelenggaraan aktivitas panti rehabilitazi sosial.

2. Memngkatkan kegiatan seperti pelatihan berkesinambungan dan pendampingan terkait
kepemiluan lewat kerja-kerja kolaboratif multi pithak {baik dengan kementerian/lembaga
terlkait di pemerintah maupun masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan terkait
lainnya), dengan memperhatikan kebutuhan penyandangan disabilitas mental dan sumber
daya pendukung terkaii juga penting untuk mendorong kegiatan yang efektif dan relevan.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hierarki partisipasi penyandang disabilitas mental
dalam politik, termasuk sebagai pemilih, serta memberdayakan penyandangan disabilitas

mental untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan secara bermakna dan berdampak.
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Uintuk itu, penting untuk memngkatkan kerja sama dan kolaborasi antar pihak baik KPL,
Kementerian Sosial, Kementenan Kesehatan, Komisi Nasional Disabilitas, Kementenan
Perencanaan Pembangunan MNasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, serta organisasi masyarakat sipil dengan isu penvandang
disahilitas mental, maupun para pemangku kepentingan yang bergerak di isu inklusi,
demokrasi, pemilu, dan partisipasi, serta kebijakan publik. Keteribatan dan kerja-kena
multi prthak 1 juga harus mehbatkan penyandang disahilitas, termasuk penvandang
disabalitas mental, Hal imi penting untuk memastikan agar proses kegiatan dilakukan secara
partisipatif’ dan inklusif kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dirancang dengan
spesifik dan menyesuaikan kebuuhan bagi pemilih penyandang disabilitas mental,
Kolaborasi juga menjadi kunci untuk mendorong kegiatan vang tidak hanya efektif, namun
juga efisien, dengan kerja sama dan sumber daya pendukung vang beragam, serta

memungkinkan pemerataan manfaat kebijakan.

. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penvelenggaraan anggaran sesuai yang
disepakati dalam Nota Kesepemahaman dengan KPU. Hal ini penting guna memastikan
ketersediaan anggaran yang memadai, selain untuk meninglkatkan slokasi penganggaran
vang inklusit’ dan optimal untuk pemanfaatan vang lebih efekuf, efisien, dan luas dalam
memfasilitasi kebutuhan khusus para peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih
pada penyandang disabilitas mental. Misalnya, dalam bentuk pengadaan alat bantu dalam
simulas, penyediaan tenaga konseling, tenaga keschatan, dan pendamping, serta maten

kegiztan yvang mudah dicerna),
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Profil Penulis — Peneliti Bidang Sosial

Dews BRahmawati Nur Aulig adalah Penelitt Bidang Sosial The Indonesian Institute, Dewi
adalah alumm Sarjana Psikolog dan Universitas Neger
Padang vang lulus pada tahun 2019, la menyelesaikan
studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan
Masyarakat (Comwmmmity Development) di Program
Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas limu
Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada
tahun 2022,

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute,
Dewn aktif mengkuti orgamisasi, baik di intemnal
maupun ckstermal kampus, serta mengikuti aktivitas

— advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu,
Dewr juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana
Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018, vang merupakan projek kerja sama antara
Kemendes PDTT dengan Balitbang UNIB

Beberapa tulisan Dewr juga pernah dimuat di surat kabar, seperti “Anak dan Upayva
Perlindungan Negara; Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-
anak vang Menjadi Objek Kekerasan Seksual)” di Rakvat Benghufu (2014), dan “Pemantaatan
Mediaterapi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai
U'paya Promosi Kesehatan Mental ™ (Rakyar Benghuln, 2016). Fokus kajian yang diminati
Dew: adalah masalah sosial, seperti isu Perempuan dan Anak, Kependudukan dan
Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Mental dan Inklusivitas.
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THE B NDONESIAN INSTITUTE

C EHTER F O R F U B L I C F O LI CY E ES E A R € H

The Indonesian Institute (TIT) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public
Policy Research) vang resmi didinkan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan
intelektual muda yang dinamis. TIl merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan
nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari vayasan-vayasan,
perusahaan-perusahaan, dan perorangan,

TI bertujuan untuk menjadi pusat penchittan utama di Indonesia untuk masalah-masalah
kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat
kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat
penerapan tata kelola pemenintahan yang baik dan partisipasi masyvarakat dalam proses
kebijakan di Indonesia,

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan pubhik yang menjunjung tinggn hak asasi manusia dan
penegakan hukom, serta melibatkan partisipasi beragam  pemangku  kepentingan dan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemenntahan yang demokratis,

Misi TH adalah untuk melaksanakan penelitian vang dapat diandalkan, independen, dan
nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan
bisnis, dan masvarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia

T juga mempunyan misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang
mempengaruhi hajat hidup mereka, Dengan kata lain, TH memiliki posisi mendukung proses
demaokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam
Proses 1tu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik vang dilakukan oleh TII meliput
bidang ckonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama vang dilakukan dalam rangka
mencapal visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survel, fasilitasi dan advokasi melalus
pelatthan dan kelompok kenja {working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan
editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Senies dan Space Twitter (Policy Talks dan
Inmitiative!), penerbitan kapan bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The
Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment),
laporan tahunan {Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan {The Indonesian Forum).

h
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PROGRAM RISET
RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat
kebijakan, Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan
nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi
hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan
masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa
Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan, Bahkan,
kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga
evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TIl memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan
analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada
kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan
APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu
pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing,
pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TIl juga
berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya
kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan
dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TIl hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian
terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TIl ditujukan untuk membantu para
pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan
keputusan. Bentuk riset yang TIl tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, [2)
Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesual dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas
bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal
ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam
proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi
substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini,
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terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya,
sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan vang mungkin saja dapat
ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat
diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hulkum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis
normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi
dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap
pembentukan dral ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain
itu, Tl juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum
lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta
Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan
Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi
pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut untuk
adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu,
riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
menganalisis isu kebijakan publik vang berkembang. Namun, tidak hanya
menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan
aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik Tll menawarkan
kajian kebijakan [policy assessment). Adapun aspek-aspek kebijakan vang dapat ditelit
melipuli aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian vang TI tawarkan
berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas,
dan aspirasi masyarakat. TIl juga menawarkan beragam terobosan kebijakan
transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-
prinsip Open Government pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya
peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Polidk Tl menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk
menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yvang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam
penelitian yang TII tawarkan adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2] Media

Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, [5)
survel Indikator.
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RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian
vang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(L5M], Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu
strategis vang sedang berkembang dan identifikasi aktor vang tepat untuk mendorong
adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan
demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TI1 hadir untuk memberikan rekomendasi vang kuat dan
valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan,
efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada.
Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan,
lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang
ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebhijakan Sosial, (2) Explorative Research,
[3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, [5) Program
Evalvation Research, dan (5) Survel Indikator,

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan vang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TI1 adalah survei pra-Pemilu
maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu
maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah preses demokrasi
vang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2] survel
merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur,
menglkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada
vang akan berlangsung terutama menyangkut peluang kandidat; [3) sangat penting
untuk meraih kemenangan dalam Pemils maupun Pilkada berdasarkan data empirik
ilmiah, terukur, dan dapat diujl.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada,
survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik, Dalam hal ini, tim sulses
perlu mengadakan survel untuk: (1] memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2)
memetakan keinginan pemilih: (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif
digunakan sebagal vote getter; serta [4) mengetahul medium yang paling efektf untuk
kampanye.
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EVALUASI KEGIATAN
EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman Tl adalah evaluasi kualitatif terhadap
proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan
dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program.
Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah vang penting dalam pelaksanaan proyek
atau program,

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan,
pembelajaran selama proyvek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk
keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita
untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses provek atau
program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir
periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK
THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual
di bidang politik, ekonoemi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan.
Tl mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten
di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat
civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi
perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu,
pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan
realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The
Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa vang
tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara
sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangal menyadari kegairahan
publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan
substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang vang
melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas Ini memang tdak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII
memberikan policy brief [rekomendasi Kebijakan) kepada para pemanghku kebijakan
dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para
nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi
tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.
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FASILITASI & ADVOKASI
PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian [nstitute menempatkan dirl sebagai
salah satu agen fasilitator vang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan,
dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga
eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluvarkannya kebijakan-kehbijakan publik
yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas vang kuat dalam memahami Isu-
isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal
dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting
untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi
kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun vang muncul dari aspirasi
masyarakat setempat Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan
dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD,

KELOMPOK KERJA [WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yvang baik dapat
terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk
pelibatan para pemanghku kepentingan, lembaga Ini menempatkan diri sebagal salah satu
agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota
Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain
berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka
mempertemukan sinergl kerjfa-kerja proses kebljakan publik yang dilakukan oleh para
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-
lembaga dukungan (lembaga donor).
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